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OUTLINE:

1. Penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2l)

2. RP2| Dalam Program IPDMIP




m 1.PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
IRIGASI (RP2I)
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“Rencana Pengembangan & Pengelolaan Irigasi ﬂ*ﬁﬁ‘; B
(RP2I): adalah Instrumen Perencanaan yang i ,,f £
diperlukan oleh BBVWWS/BWYS atau pihak lain ; 5
seperti Pemerintah Provinsi dan Kabupaten
untuk melaksanakan kebijakan dan strategi

pembangunan di bidang pertanian, serta
pengelolaan irigasi secara partisipatif dengan
tujuan mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi
selama 5 mhun ke depan”
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PRINSIP PENYELENGGARAAN RP2I

PRINSIP PENYELENGGARAAN RP2|

RP2I berisi framework pengelolaan irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi, kewenangan
kabupaten/kota, dan merupakan bagian dari decision support system program pengembangan
pertanian beririgasi

RP2I mencakup semua DI yang menjadi kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota

Dalam penyusunan RP2I harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan sumber dana
masing-masing instansi sehingga perlu menyusun skala prioritas DI

RPI disusun untuk periode 5 tahun dan dievaluasi pelaksanaannya di tiap akhir tahun anggaran
RP2I disusun oleh kelembagaan Pengelolaan irigasi (KPI), meliputi wakil pemerintah yaitu, B/BWS
Dinas PU PSDA, Bappeda, Dinas Pertanian, Komisi irigasi, dan perwakilan P3A/GP3A/IP3A yang
memerlukan dok. RP2I| sesuai kewenangannya

Dalam penyusunan RP2| pada seluruh daerah irigasi, harus melibatkan instansi SDA pada tingkat
kabupaten/kota, provinsi, dan pusat melalui koordinasi antar pihak

RP2I disusun dengan megoptimalkan koordinasi antar instansi pemerintah bidang irigasi dan
pertanian melalui komisi iriasi

Kewennagan pengelolaan irigasi diatur dalam UU No.23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan
Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah
Irigasi
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ORGANISASI PENYUSUN RP2I
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TAHAPAN PENYUSUNAN RP2I

1. Persiapan 1.1. Pembentukan Tim Penyusun RP2I
: P 1.2. Inventarisasi DI

2.1. Pengumpulan Data

2. Pengumpulan dan Analisis Data 2.2. Kfajian Kebijalffan Nasif)_nal dan D_aerah
2.3. Ringkasan Kajian Kebijakan Nasional dan Daerah
2.4. Jadwal Pelaksanaa RP2I per DI

3.1. Penjaringan/ldentifikasi masalah secara partisipatif
3.2. Merangkum hasil konsultasi publik

4.1. Pengisian Form RP2|
4.2. Penyusunan Draft Dokumen RP2|

5.1. Pembahasan Draft Dok. RP2l bersama Komir Prov/Kab/kota
5.2. Finalisasi Penyusunan Draft RP2|
5.3. Pengesahan Dok. RP2I

6.1. Sosialisasi Dok. RP2I
6.2. Pelaksanaan RP2I

Tahapan Kegijatan Detil Kegiatan



E 2. RP2| DALAM PROGRAM IPDMIP

@ TARGET DLI 4 - RENCANA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI (RP2I)

Target DLI 4-RP2)|

- 12 Dok. RP2I 50 Dok. RP2I 74 Dok. RP2I
ditandatangani oleh ditandatangani oleh ditandatangani oleh
Bupati Bupati Bupati
2017 PIOKRS 2019 20)210) 2021

Capaian DLI 4-RP2I

' Belum ada dokumen RP2| yang sudah
ditandatangani oleh Bupati




w PERMASALAHAN DAN RENCANA PEMENUHAN TARGET DLI 4

PERMASALAHAN

1. Penyusunan program untuk RP2I pada AWP PIU B/BWS, PIU Dinas PU Provinsi, PIU Dinas PU Kabupaten, dan PIU
Bappeda Kabupaten seringkali tidak terintegrasi. Balai/Dinas banyak yang belum memahami sequence kegiatan
penyusunan RP2I. RP2I| disusun untuk semua DI kewenagan pusat, provinsi, dan kabupaten dalam satu
kabupaten, sehingga apabila ada salah satu PIU yang tidak menganggarkan penyusunan RP2] maka
pengesahan dokumen RP2| oleh Bupati juga akan ikut terhambat;

. Tingkat kesiapan PIU B/BWS, PIU Dinas PU Provinsi, PIU Dinas PU Kabupaten, dan PIU Bappeda Kabupaten

dalam penyusunan RP2| berbeda-beda;

. Terdapat 2 PIU Dinas PU Provinsi yang tidak ikut dalam program IPDMIP yaitu Dinas PU Provinsi Banten dan Jawa
Tengah, hal ini akan menghambat proses penyusunan RP2| untuk DI kewenangan pusat dan Kabupaten;

4. Data untuk pengisian form RP2I belum lengkap;




w PERMASALAHAN DAN RENCANA PEMENUHAN TARGET DLI 4

RENCANA TINDAK LANJUT

. NPIU OP mewajibkan semua PIU (Balai/Dinas PU/Bappeda) menganggarkan pembentukan tim dan penysunan
RP2I pada TA.2021.

. NPIU OP akan melakukan pendampingan dan pembinaan kepada semua PIU dalam penyusunan RP2I,
pendampingan akan dilakukan secara berkala dan per regional. Konsultan Pendukung Balai dibantu oleh
Konsultan ISAlI Bangda diharapkan dapat berperan aktif membantu dalam Penyusunan RP2l. Pendampingan
tidak hanya dilakukan kepada Balai, tetapi juga kepada Dinas dan Bappeda;

. Khusus untuk Provinsi Jawa Tengah dan Banten, penyusunan RP2I| hanya dilakukan untuk DI kewenangan pusat
dan kabupaten saja. Hal ini sudah mendapat persetujuan dari ADB dan NPMU,;

. Apabila Balai/Dinas tidak memiliki dokumentasi data yang lengkap untuk pengisian RP2I, Balai dan Dinas dapat
menggunakan data hasil ePAKSI dan PSETK yang telah disusun sebelumnya.
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